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2.1 Pengertian Pengawasan 
Pengawasan menurut Irham Fahmi (2012:84) secara umum dapat di definisikan 
sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih 
jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah suatu 
bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan 
mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya dilaksanakan. 
Pendapat lain juga di kemukakan oleh Maringan Masry Simbolon (2004:61) 
dimana Simbolon menyatakan bahwa pengawasan ialah suatu proses dimana 
pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan oleh 
bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan, yang telah di 
tentukan. 
2.1.1 Tipe-Tipe Pengawasan 
Menurut Yohanes Yahya (2006:134) ada 3 tipe dasar pengawasan , yakni;  
1. Pengawasan Pendahuluan 
Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering controls dirancang 
untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan 
dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu 
tujuan kegiatan tertentu diselesaikan, jadi pendekatan pengawasan ini lebih 
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efektif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang 
di perlukan sebelum suatu masalah terjadi. 
2. Pengawasan Concurrent 
Pengawasan ini sering di sebut pengawasan ya-tidak, dilakukan selama 
suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana 
aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu 
yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan itu 
dilaksanakan atau dilanjuti atau menjadi semacam peralatan double-check 
yang lebih menjamin suatu kegiatan 
3. Pengawasan Umpan Balik 
Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai alat pengukur untuk 
mengetahui hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-
sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-
penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasalah yang akan 
dating. 
2.1.2 Tugas dan Fungsi Pengawasan 
Maringan Masry Simbolon (2004:62) mengemukakan 4 tugas dan fungsi 
pengawasan yakni sebagai berikut : 
1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas 
dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan 
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
prosedur yang di tentukan 
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3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan 
kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak di inginkan 
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan 
pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 
2.1.3 Macam-Macam Pengawasan 
Maringan Masry Simbolon (2004:62) juga menyampaikan macam-macam 
pengawasan, macam-macam pengawasan yang dikemukakan nya adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengawasan dari Dalam Organisasi (internal control) 
Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat/unit pengawasan yang di bentuk dalam organisasi itu sendiri. 
Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. 
Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan 
informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data-data dan informasi ini 
diperlukan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran 
dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula 
digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-
kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-
keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula 
melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan 




2. Pengawasan dari Luar Organisasi (external control) 
Pengawasan eksternal(external control) berarrti pengawasan yang 
dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. 
Aparat/unit pengaasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan 
yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau 
bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karna permintaanya, 
misalnya pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengawasan 
Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan 
ini bertindak atas nama pemerintahan/presiden melalui mentri 
keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak 
atas nama Negara Republik Indonesia. 
3. Pengawasan Preventif 
Arti dari pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan 
sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan 
preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan 
dalam pelaksanaan. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat 
dilakukan hal hal sebagai berikut : 
1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan system 
prosedur, hubungan, dan tata kerjanya 
2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan 
yang telah di tetapkan 
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3) Menentukan kedudukan, tegas, wewenang, dan tanggung 
jawabnya 
4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai 
dan pembagian pekerjaan nya 
5) Menentukan sistemkorrdinasi, pelaporan, dan pemeriksaan. 
6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari 
peraturan yang di tetapkan. 
4. Pengawasan Represif 
Arti dari pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah 
adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya diadakan pengawasan represif 
ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar 
hasilnyasesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Adapun pengawasan 
represif ini dapat menggunakan system-sistem pengawasan sebagai berikut: 
1) System komperatif 
a) Mempelajari laporan-laporan kemajuan(progress report)dari 
pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan jadwal rencana 
pelaksanaan 
b) Membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan 
rencana yang telah diputuskan sebelumnya 
c) Mengadakan analisis terhadap perbedaan-perbedaan tersebut 
termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi 
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d) Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, 
termasuk para penanggung jawab. 
e) Mengambil keputusan tata usaha perbaikannya atau 
penyempurnaannya. 
2) System verifikatif 
a) Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan proseur 
pemeriksaan 
b) Pemeriksaan tersebut harus disebut laporan secara periodic atau 
secara khusus 
c) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil 
pelaksanaannya. 
d) Mengadakan penilian terhadap hasil pelaksanaannya. 
e) Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan 
3) System inspeksi 
Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari satu laporan 
yang dibuat oleh para petugas pelaksananya. Dalam pemeriksaan di 
tempat (on the spot inspection), instruksi-instruksi diberikan dalam 
rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Penjelasan-penjelasan 
ini merupakan kontak pribadi antara pimpinan/wakil pimpinan dengan 
para petugas pelaksanaan di tempat, yang dapat menimbulkan rasa 
kesetiakawanan, rasa solidaritas, dan ketinggian moral 
4) System investigative 
20 
 
System ini lebih menitikberatkan terhadap penyelidikan/penelitian yang 
lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negative. 
Penyelidikan / penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih 
bersifat hipotesis (anggapan). Laporan tersebut mungkin bear dan 
mudah salah. Oleh karna itu, perlu di teliti lebih mendalam untuk dapat 
menggunakan hipotesis tersebut. 
2.2 Pengertian MSDM 
Menurut Taliziduhu Ndraha (1999:51) Manajemen Sumber Daya Manusia 
(MSDM) sebagai bahan ajaran (disiplin) adalah satu di antara beberapa cabang 
manajemen, disamping manajemen keuangan, manajemen produksi dan oprasional, 
dan manajemen pemasaran. Sama seperti cabang manajemen lainnya, MSDM 
meliputi berbagai fungsi sejajar yang berjalan terus-menerus dan satu siklus yang 
melintas, menghubungkan fungsi-fungsi itu juga, yang juga berjalan terus menerus, 
menurut referensi terahir ada dua set fungsi manajemen, set pertama yang lebih 
berorientasi teoretik mengidentifikasikan empat fungsi yaitu planning 
(menghubungkan manusia dengan tujuan yang hendak di capai), organizing 
(menghubungkan tujuan dengan alat), actuating (untilizing, menghubungkan alat 
dengan tujuan atau hasil), dan controlling (menghubungkan hasil dengan perencanaan 
kembali melalui consumer), sedangkan set kedua yang lebih baik bersifat pratikal 
hanya menyebutkan tiga, yaitu plan, do, dan check. 
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Dengan menggunakan konsep manajemen secara umum, MSDM dapat 
didefinisikan sebagai perencanaan, pengorganisasian penggunaan (penggerakan) dan 
penilaian SDM sedemikian rupa sehingga di satu pihak SDM memberikan kontribusi 
sebesar-besarnya kepada masyarakat (makro) dan organisasi (mikro), dan di pihak 
lain SDM merasa diperlakukan seadil-adil nya sehingga kualitas hidup dan matinya 
setinggi-tingginya. Istilah penilaian mdigunkan sebagai pengganti isti;ah 
control,karena control yaitu supervise, pengendalian (direting) dilakukan bersama-
sama dengan actuating. Di kalangan MSDM evaluasi (appraising) jauh lebih popular 
ketimbang control. 
Sedangkan menurut Michael Armstrong (1999:1) mnajemen sumber daya 
manusia (SDM) adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia, yang 
berdasarkan empat prinsip dasar. Pertama, sumber daya manusia adalah harta yang 
paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang 
efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua, keberhasilan ini 
sangat mugkin di capai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian 
dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan, dan memberikan 
sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan strategis. Ketiga, 
kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal 
dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil pencapaian yang 
terbaik. Karena itu, kultur ini harus ditegakkan, dan upaya yang terus menerus mulai 
dari puncak, sangat diperlukan agar kultur tersebut dapat diterima dan di patuhi. 
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Akhirnya, manajemen SDM berhubungan dengan integrasi, menjadikan semua 
anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.   
2.3 Pengertian Outsourching 
Menurut Adrian suteti  (2011:217) berdasarkan hukum ketenaga kerjaan, 
istilah outsourching sebenarnya bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 
64 undang – undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menyatakan 
bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lainnya  melalui perjanjian pemborong pekerjaan atau penyedia jasa 
pekerja yang di buat secara tertulis. 
Di dalam praktiknya, ketentuan penyediaan jasa pekerja yang di atur dalam 
peraturan di atas akhirnya memunculkan pula istilah outsourching(dalam hal ini 
maksudnya menggunakan sumber daya manusia dari pihak luar perusahaan). 
Untuk memudahkan penjelasan mengenai istilah outsourching penulis akan 
memberikan ilustrasi sebagai berikut: A di angkat sebagai karyawan di perusahaan X. 
sebelum di angkat sebagai karyawan, di antara A dan perusahaan X dibuat perjanjian 
kerja yang isinya menyatakan bahwa A bersedia untuk ditempatkan di perusahaan Y, 
disini dapat dilihat bahwa perusahaan X adalah perusahaan penyedia jasa pekerja dan 
perusahaan Y adalah perusahaan pemberi kerja. Setelah perjanjian kerja di antara A 
dan X disepakati maka perusahaan X akan memperkerjakan karyawan di perusahaan 




Dari ilustrasi di atas, dapat kita lihat bahwa di dalam system outsourching 
terdapat dua jenis perjanjian, yaitu. 
1. Perjanjian kerja, antara A dengan perusahaan X 
2. Perjanjian penempatan A, antara perusahaan X dan perusahaan Y 
Dengan adanya dua perjanjian yang terpisah tersebut, walaupun A sehari-hari 
bekerja di perusahaan Y, status A tetap sebagai karyawan perusahaan X. Oleh karna 
itu, dalam system outsourching ini pemenuhan hak-hak A(seperti pelindungan upah 
dan kesejakterahan,syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul) tetap 
merupakan perusahaan X 
2.3.1 Fungsi outsourching 
Fungsi utama outsourchiing dan paling umum adalah penanganan gaji, 
dan kemudian administrasi rencana tunjangan. Kontrak dari luar untuk tugas 
administratif dan bahkan beberapa tugas produksi merupakan hal yang paling 
umum dalam perusahaan kecil. Dalam situasi produksi, sebuah perusahaan 
kecil mungknin tidak memiliki modal untuk berinvestasi dalam perlengkapan. 
Dalam pelayanan sumberdaya manusia(SDM), perusahan ini tidak 
mempunyai staf atau ahli untuk terus mengikuti perubahan berkala dalam 
peraturan dan perusahaan besar dan memasukkan sumberdaya staf mereka 
yng terbatas pada fungsi inti 
Dalam membuat keputusan kontrak dari luar, beberapa orang 
mengabaikan biaya tersembunyi dari melakukan pekerjaaan dengan staf 
internal. Beberapa di antara biaya tersembunyi ini ialah kemangkiran dan 
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pergantian karyawan dan juga biaya variabel produktivitas dan kualitas. Jika 
sebuah perusahaan melakukan outsourching untuk suatu fungsi, masalah 
seperti kemangkiran, penggantian karyawan, pengawasan, produktivitas, dan 
kualitas menjadi masalah vendor. Ini merupakan salah satu keuntungan dari 
outsourching. Vendor berkomitmen untuk memberikan level pelayanan untuk 
tepat dan perusahaan tidak perlu memperhatikan apa yang harus dilakukan di 
dalam perusahaan nya untuk mempertahankan atau melampaui tingkat 
tersebut. Satu satunya biaya kita hanyalah waktu yang kita gunakan untuk 
mengatur vendor atau menangani masalah dalam organisasi yang di hasilkan 
dari pelayanan vendor buruk. Jika seorang karyawan mengeluh mengenai 
pelayanan oursourching,maka kita harus mengatasinya sebagai penengah 
vendor dan karyawan. 
Kontrak dariluar memiliki sejarah yang panjang seperti yang di bahas 
di atas, di saat-saat awal ada pelajaran SDM dan kepala fungsi lainnya harus 
terlibat. Sebagian itu diraih melalui trial-end-eror, sekarang outsourching 
dapat menjadi metode efektif untuk mengurangi biaya, meningkatkan 
pelayanan, dan/atau menghindari investasi modal. 
Outsourching institude melakukan penelitian pada tahun 1998 untuk 
menemukan faktor apakah yang berperan dalam outsourching yang efektif 
lima teratas iyalah : 
1. Memahami sasaran dan tujuan perusahaan 
2. Memiliki visi dan rencana strategis\ 
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3. Memiliki vendor yang tepat 
4. Pengelolaan hubungan secara terus menerus 
5. Struktur kontrak yang tepat 
Tidak ada dari faktor ini yang terlibat dalam kinerja pelayanan secara 
langsung. Mereka semua ialah tanggung jawab manajemen. Hal ini dikemukakan 
oleh jac-fits-enz dan Barbara Davidson (2002:332-333) 
2.3.2 Syarat – syarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan penyedia 
tenaga kerja 
Menurut Adrian suteti  (2011:218) syarat-syarat tersebut wajib 
dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa pekerja maupun perusahaan pemberi 
pekerja, agar pekerja/buruh yang bersangkutan tetap terlindungi hak-haknya 
dan tidk mengalami ekploitasi secara berlebihan. Syarat-syarat yang wajib di 
penuhi adalah sebagai berikut,  
1. Perusahaan penyedia jasa pekerja merupakan bentuk usaha berbadan 
hokum dan memiliki izin dari instansi yang berwenang 
2. Pekerja/karyawan yang ditmpatkan tidak boleh digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan pokok yang berhubungan langsung dengan proses 
produksi  
3. Adanya hubungan kerja yang jelas antara pekerja/buruh dengan perusahaan 
penyedia jasa pekerja, sehingga pekerja yang ditempatkan tersebut 




4. Hubungan kerja harus dituangkan dalam perjanjian secara terutulis (dua 
perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan di atas), yang memuat 
seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ketenaga kerjaan. 
2.4 Pengertian Pengangguran 
Pada tingkat yang berbeda-beda, tiap masyarakat bangsa mengahdapi masalah 
pengangguran dalam arti bahwa ada sekelompok warga masyarakat yang tidak 
mempunyai pekerjaan tetap yang menjadi sumber penghasilannya. Siapapun 
mengetahui bahwa terdapat berbagai jenis pengangguran, seperti pengangguran 
terbuka, pengangguran terselubung dan pengangguran musiman hal ini dikemukaan 
oleh Sondang P.Siagian (1998:92) 
2.4.1 Jenis-Jenis pengangguran 
Menurut Sondang P.Siagian (1998:92) ada beberapa jenis 
pengangguran yakni : 
1 Perihal Pengangguran terbuka 
Yang dimaksud dengan pengangguran terbuka ialah, masyarakat yang 
tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan bergantung kepada pihak lain 
seperti pemerintah melalui bentuk program kesejakterahan social, 
pemeliharaan orang-orang terlantar, yatim piatu, dan orang-orang lanjut 
usia yang tidak mempunyai keluarga untuk mengurusnya. Pengangguran 
merupakan salah satu tantangan nasional yang tidak dapat dikatakan 
mudah atau ringan karena orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap 
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akan bergantung pada pihak lain, padahal ketergantungan pada pihak lain 
itu pasti menurunkan harkat dan martabat seseorang. Faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya pengangguran terbuka antara lain adalah terbatasnya 
kesempatan kerja, kelesuan perekonomian, tidak dimilikinya pengetahuan 
dan keterampilan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang tersedia, tidak 
terjadinya pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang di inginkan sehingga 
daya serap pasaran kerja menjadi sangat terbatas, dan pertumbuhan 
penduduk yang tinggi.  Setiap Negara mendambakan tidak adanya 
pengangguran. Artinya, semua orang yang berada pada kelompok usia 
produktif mempunyai pekerjaan tetap. Akan tetapi situasi demikian 
biasanya sulit tercapai. Bahkan adakalanya di berbagai Negara di katakan 
tidak terdapat pengangguran apabila presentase warga masyarakat yang 
tidak mempunyai pekerjaan tetapn sangat rendah, misalnya 3%. Terlepas 
dari angka prosentase yang di gunakan, menghilangkan atau mengurangi 
pengangguran serendah mungkin merupakan tantangan yang harus di 
hadapi. Dunia bisnis harus terlibat dalam menghadapi tantangan ini bukan 
hanya karna kewajiban nasional tetapi juga demi pertumbuhan dan 
perkembangan dunia bisnis sendiri. Dikatakan demikian karena : 
a) Dunia bisnis juga harus terlibat dalam peningkatan kesejakterahan 
masyarakat dan tidak terbatas pada peningkatan kesejakterahan 
kepentingan tertentu saja 
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b) Jika tingkat pengangguran tinggi, tidak mustahil kesenjangan ekonomi 
antar anggota di masyarakat akan melebar dan dapat berakibat pada 
kecemburuan social yang di tampakkan pada perilaku warga 
masyarakat yang difungsionalkan seperti pencurian, perampokan, dan 
perusakan harta milik orang lain yang akan menganggu keuntungan 
berusaha 
c) Produk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa barang maupun jasa 
tidak akan laku terjual karna daya beli masyarakat yang rendah 
Masalah pengangguran bertambah rumit karna berbagai faktor yang 
telah di singgung di muka, sering menimbulkan situasi yang dapat 
dikatakan dilematis. Maksudnya adalah adanya kemajuan di bidang 
pendidikan formal dengan makin banyaknya masyarakat yang 
berpendidikan pasti menumbuhkan harapan besar akan masa depan yang 
cerah, antara lain; melalui kesempatan berkarya pada bidang yang sesuai 
dengan jenis pengetahuan yang dimiliki dan lapangan pekerjaan yang 
memungkinkannya memanfaatkan pengetahuan tersebut. Akan tetapi jika 
kesempatan kerja (sangat) terbatas, yang bersangkutan menjadi “anggota 
pengangguran intelektual” yang implikasi negatifnya bagi masyarakat 
pasti tidak sedikit. Belum lagi berbicara tentang masyarakat yang tingkat 




2 Perihal penganggurn terselubung  
Disamping pengangguran terbuka, terdapat pula pengangguran 
terselubung. Yang di maksud dengan pengangguran terselibung adalah 
situasi masyarakat yang mempunyai pekerjaan namun tidak produktif. Hal 
ini terjadi karna: 
a) Jumlah pekerja terlalu banyak melebihi kebutuhan organisasi 
pemakainya misalnya, rekrutmen tenaga kerja yang banyak pada 
waktu organisasi mengalami kemajuan pesat 
b) Sulitnya melakukan oemutusan hubungan kerja karena tidak 
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlau 
c) Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki pekerja 
Salah satu konsekuensinya adalah imbalan yang di terima para pekerja 
pun menjadi rendah tidak memungkinkan mempertahankan taraf hidup 
yang wajar bagi diri sendiri dan yang menjadi tanggungannya, seperti istri 
dan anak anak nya. Menghadapi permasalahan yang rumit demikian sering 
berkaitan pada situasi dilematis bagi para pengguna tenaga kerja. 
Dikatakan demikian, karna penggunaan tenaga kerja sering harus 
menjatuhkan pilihan pada salah satu alternative dalam mengelola 
organisasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatanya, yaitu antara padat 
karya dan padat modal. Misalnya dengan menggunakan alat-alat produksi 
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dengan teknologi tinggi. Tidak sedikit usahawanyang memilih alternative 
ini karena pentingnya peningkatan mutu produk. Persaingan tajam dipasar, 
jenis kegiatan bisnis yang ditangani, tuntutan untuk menekan biaya 
produksi dan oprasional, dan berbagai pertimbangan lainnya. Alternatif 
tersebut menjadi menarik karena lebih menjamin perolehan keuntungan 
yang layak dan wajar yang memungkinkan suatu perusahaan menempuh 
strategi pertumbuhan dan perkembangan, situasi yang umumnya di 
dambakan oleh usahawan.  Pada gilirannya, pendekatan itu akan 
menambah jumlah tenaga kerja yang menganggur krna pekerjaan manusia 
di ambil alih oleh mesin. Conthnya adalah robotisasiperakitan kendaraan 
bermotor dan kompterisasi pengelolan informasi. Teori manajemen 
sumber daya manusia menekan bahwa organisasi yang menempuh 
kebijaksanaan penggunaan teknologi sejauh mungkin tidak melakukan 
pemutusan hubungan kerja di tempat lain. Kebijaksanaan demikian 
merupakan salah satu jalan keluar. Akan tetapi, sering kali tidak 
terletakkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga pengangguran 
tterselubung berubah menjadi pengangguran terbuka. 
3 Perihal pengangguran musiman 
 Pengangguran musiman adalah pengangguran yang lumrah di alami 
oleh masyarakat dengan ketermpilan yang hanya dapat di manfaatkan 
untuk bekerja pada proyek padat karya yang tersedia secara terbatas pada 
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waktu tertentu, kesempatan untuk memanfaatkannya sangat terbatas yaitu, 
jika ada kegiatan pembangunan fisik. Contoh lain , adalah tenaga kerja 
yang hanya dipekerjakan untuk sementara waktu seperti memetik buah, 
petani musiman, pemetik the, pemetik kopi. Di luar musim itu, masyarakat 
biasanya menjadi penganggur. Dapat dipastikan bahwa tenaga kerja 
musiman seperti itu tidak akan memperoleh penghasilan yang 
memungkinkan nya untuk menabung, bahkan penghasilan nya belum 
tentu mencukupi kebutuhan hidup wajar. 
4 Pengangguran karna faktor – faktor lain 
Sering terjadi peningkatan pengangguran karna banyaknya perusahaan 
terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karna faktor eksternal 
maupun faktor internal. Contoh faktor eksternal yang mungkinberakibat 
pada pengurangan jumlah karyawan antara lain adalah: 
1) Kelesuan perekonomian nasional, terutama jika berlangsung dalam 
kurun waktu lama 
2) Terjadinya resensi atau depresi 
3) Terjadinya stagnasi 
4) Tingkat inflansi yang tinggi 
5) Tingkat suku bungakredit yang menjadikan perolehn pinjaman 
menjadi tidak realistic 
6) Kuatnya ancaman dari pada pesaing lama maupun baru 
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7) Perubahan di bidang politik dengan dampak negative terhadap 
bidang perekonomian nasional 
8) Gangguan ketertiban dan keamanan serius 
Secara internal, berbagai faktor yang turut berpengaruh pada jumlah 
tenaga kerja yang di butuhkan antara lain adalah: 
a) Perusahaan yang terus merugi karna ketidak tepatan strategi 
perusahaan 
b) Sarana produksi yang sudah ketinggalan zaman sehingga tidak 
efisien lagi 
c) Di ambil tindakan penciutan kegiatan usaha dan besaran 
perusahaan(downsizing) sebagai upaya mengurangi biaya yang 
harus di pikul 
d) Pemanfaata teknologi canggih yang berkibat pada peningkatan 
efesiensi dan kinerja organisasi tetapi mengurangi jumlah tenaga 
kerja yang dibutuhkan 
e) Restruktur sebagai bagian dai upaya manajemen untuk menigkatkan 
efesiensi dan kinerja perusahaan 
Dunia usaha kini dihadapkan kepada tantangan yang tidak ringan 
dalam hal pengangguran. Di satu pihak manajemen perusahaan harus 
sadar tentang misinya untuk turut berperan serta secara proaktif 
meningkatkan kesejakterahan  masyarakat dengan menciptakan lapangan 
pekerjaan sebanyak mungkin. Di lain pihak perusahaan harus mengambil 
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langkah-langkah yang memungkinkan perusahaan bekerja dengan tingkat 
efesiensi dan produktivitas setinggi mungkinsehingga perusahaan dapat 
meraih keuntungan yang memuaskan berbagai pihak seperti, pemodal, 
pemilik saham, dan para karyawan. Pernyataan yang sangat menantang 
dan harus terjawab adalah: apakah kedua kepentingan tersebut bersifat 
mutually exclusive atau tidak. Mudah untuk menyatakan bahwa pada 
dasarnya jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah “tidak” yang jauh 
lebih sederhana ialah menemukan keseimbangan antara keduanya. 
2.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawasan 
Bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas 
mengkoordinasikan, pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap terlaksananya 
peraturan perundang-undangan bidang ketenaga kerjaan antaralain norma kerja, 
norma keselamatan dan kesehatan kerja (k3), dan norma kerja perempuan dan anak. 
Uraian tugas antara lain; 
1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan menjadwalkan kegiatan 
pembinaan yang akan di laksanakan program subdinas 
2. Memfasilitasi pembiaan dan pengawasan pelaksanaan norma kerja, norma 
keselamatan dan kesehatan kerja(k3)  dan norma kerja perempuan dan 
anak 
3. Melakukan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma kerja, 
norma keselamatan dan kesehatan kerja(k3) dan norma kerja perempuan 
dan anak yang bersifat strategis 
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4. Merumuskan penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap 
perusahaan yang melanggar norma kerja, norma keselamatan dan 
kesehatan kerja(k3) dan norma erja perempuan dan anak 
5. Menyelenggarakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 
6. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan 
terhadap terjadinya kecelakaan kerja 
7. Merumuskan dan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penetapan 
tunjangan kecelakaan kerja 
8. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan dan pemeriksaan laporan 
pelaksanaan norma kerja keselamatan dan kesehatan kerja(K3) dan norma 
kerja perempuan dan anak atas kunjungan pegawai pengawas ketenaga 
kerjaan dan berita acara pemeriksaan proses penyidikan PPNS 
ketenagakerjaan 
9. Merumuskan dan meinventariskan permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah 
10. Mengkoordinasikan dan membina serta merumuskan kerja sama dengan 
instansi terkait, perusahaan swasta / BUMN / BUMD , organisasi 
perusahaan, organisasi pekerja 
11. Mengusulkan diklat pengawas ketenagakerjaan dan penyidik pegawai 
negri sipil (PPNS) 
12. Merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar diketahui hasil 
yang di capai sesuai dengan program dan rencana tugas. 
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13. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan laporan kegiatan bidang 
tugas dengan mengupulkan bahan-bahan hasil kegiatan 
14. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepala bidang. 
Dalam melaksanakan tugasnya bidang pembinaan pengawasan 
ketenagakerjaan dibantu oleh; 
1. Seksi norma kerja 
2. Seksi norma K3 
3. Seksi norma kerja perempuan dan anak 
Dalam hal ini penulis lebih focus kepada seksi norma kerja dikarnakan penulis 
meneliti perihal pelanggaran norma 
Seksi norma kerja mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan 
melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap norma kerja yang meliputi hubungan 
kerja, norma jamsostek, norma penempatan kerja dan pelatihan sesuai dengan 
peraturan ketenaga kerjaan dengan uraian tugas sebagai berikut; 
1. Merumuskan dan menyusun program dan rencana kerja dengan 
menjadwalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan norma kerja, 
jamsostek. 
2. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pengawasan norma kerja dan 
jamsostek di perusahaan  di provinsi Riau 
3. Merumuskan dan menyiapkan bahan – bahan yang di perlukan dalam 
konsultasi, rapat atau penyuluhan norma kerja terhadap perusahaan 
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4. Merumuskan dan memproses penanganan kasus pelanggaran norma kerja 
dan berkoordinasi dengan PPNS ketenaga kerjaan 
5. Merumuskan dan melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam 
pelaksanaan tugas 
6. Merumuskan dan menyiapkan bahan – bahan  yang diperlukan oleh kepala 
dinas dalam penyusunan kebijakan , program kerja, penelitian petunjuk 
teknis dan laporan dibidang tugasnya 
7. Merumuskan dan melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas 
ketenaga kerjaan meliputi ; masalah upah, cuti, lembur, jamsostek 
8. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan tugas 
dengan cara mempersiapkan bahan –bahan yang akan dilaporkan masalah 
yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang di ambil  
9. Melaksanakan tugas – tugas tertentu yang diberikan kepala bidang. 
2.6 Pengertian Ketenaga Kerjaan 
Menurut Zaeni Asyhadie (2007:1) dengan digantinya istilah buruh dengan 
istilah pekerja/buruh, konsekuensi istilah hokum pemburuhan menjadi tidak sesuai 
lagi. Pemburuhan berasal dari kata “buruh”, yang secara etimologis dapat di artikan 
dengan keadaan memburuh, yaitu keadaan dimana seorang buruh bekerja pada orang 
lain(perusahaan). 
Di lain pihak,ada beberapa sarjana yang pernah menggunakan 
hukumketenagakerjaan. Ketenaga kerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja” 
yang artinya “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 
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sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”(Pasal 1 huruf 1 UU.No 13 tahun 2003 
tentang ketenaga kerjaan) 
Pendapat lain dikemukakan oleh Sendjun H Manulang S.H (2001:3) tenaga 
kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun 
di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat (undang-undang no 14 tahun 1969 pasal 1) 
Jadi secara singkat dapat dikatakan tenaga kerja adalah bagian dari penduduk 
yaitu penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan kerja 
dan bukan angkatan kerja  
Angkatan kerja atau labourforce terdiri dari: 
1 Golongan bekerja 
2 Golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan 
Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari 
1 Golongan yang bersekolah 
2 Golongan yang mengurus rumah tangga 





TENAGA KERJA = ANGKATAN KERJA + BUKAN ANGKATAN KERJA 
 




2.6.1 Hubungan Kerja/Perjanjian Kerja 
Menurut Sendjum H Manulang (2001:63) Hubungan kerja adalam suatu 
hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang di 
adakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak di tentukan 
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu buruh 
mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya yaitu majikan untuk selama 
waktu tertentu dengan menerima upah (pasal 1601 a BW/KUH Perdata) dengan 
demikian ada 3 unsur (faktor) yang menentukan ada nya hubungan kerja yaitu: 
1 Adanya pekerjaan yang harus dilakukan  
2 Adanya perintah(bekerja atas perintah atasan/pengusaha) 
3 Adanya upah 
Sedangkan menurut Zaeni Asyhadie (2007:43) hubungan kerja merupakan 
istilah pengganti untuk istilah hubungan pemburuha. Namun demikian, sebelum 
keluarnya UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam decade tahun 2000-
an sudah mulai dikenal istilah hubungan industrial. Pada awalnya, sejak seminar  
hubungan pemburuhan pancasila tahun 1974 hubungan industrial dimaksud untuk 
mengganti istilah hubungan pemburuhan atau hubungan kerja . Pasal 1 angka 15 UU 
No. 13 ahun 2003 “hubugan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja 




2.6.2 Syarat-syarat perjanjian kerja 
Masi dengan penulis yang sama yang di kemukakan oleh Sendjun H.Manulang,  
(2001:67) sesuai dengan pasal 1320 KHUPerdata, maka agar setiap perjanjian kerja 
yang di adakan itu sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yakni: 
1 Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian 
itu(antara buruh/ternaga kerja dan majikan)  
2 Adanya kemampuan/kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian 
3 Suatu hal tertentu artinya, bahwa isi dari perjanjian itu tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun 
kesusilaan. 
Hak dari si tenagakerja merupakan kewajiban dari majikan, yaitu upah, 
sebaliknya apa yang merupakan kewajiban tenaga kerja adalah hak dari majikan. 
2.6.3 Bentuk perjanjian kerja 
Bentuk perjanjian kerja adalah bebas, artinya ada perjanjian itu dibuat secara : 
1 Tertulis 
2 Tidak tertulis / Lisan 
Perjanjian kerja dibuat secara tertulis lebih menjamin kepastian hokum. 
Menurut Sendjun H.Manulang (2001:69) 
2.6.4 Jenis perjanjian kerja 
Sendjun H.Manulang (2001:69) Mnurut jenisnya perjanjian kerja dapat 




1 Perjanjian kerja waktu tertentu 
2 Perjanjian kerja waktu tidak tertentu  
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka 
waktu berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut, sedangkan perjanjian 
kerja untuk waktu tidak tertentu jangka waktunya tidak disebut dalam perjanjian 
kerja, tidak menyebutkan untuk berapa lama tenaga kerja harus melakukan pekerjaan 
tersebut. 
Pada umumnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu diadakan untuk suatu 
pekerjaan yang tidak bersifat kontinyuatau dengan kata lain suatu pekerjaan yang 
sudah dapat diperkirakan walaupun kemungkinan perpanjangan, karna mungkin 
waktu yang diperkirakan ternyata tidak cukup. 
Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, apabila terjadi pemutusan 
hubungan kerja (PHK) sebelum waktu yang ditentukan berakhir maka yang 
memutuskan(biasanya pengusaha) harus mengganti/membayar kerugian sebesar 
selama ia harus menyelesaikan pekerjaan nya. Dan dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu tidak boleh adanya masa percobaan. Sebaliknya untuk perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu ada masa percobaan (selama 3 bulan), yang diberitahukan secara 
tertulis kalau tidak diberitakukan secara tertulis maka tidak  di anggap masa 
percobaan. 
Ada beberapa cara yang dapat mengakibatkan berakhirnya/putusnya 
hubungan kerja: 
1) Putus demi hokum 
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2) Diputuskan oleh pengusaha 
3) Diputuskan oleh pihak tenaga kerja 
4) Karna putusan pengadilan 
2.6.5 Jaminan Social Tenaga Kerja 
Seperti yang dikemukakan oleh Sendjun H.Manulang (2001:129) 
penyelenggaraan program jaminan social dan asuransi social tenaga kerja merupakan 
pelaksanaan sebagian dari tugas pokok pemerintah di bidang ketenagakerjaan 
sebagaimana di atur dalam UU No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
mengenai Tenaga kerja, khususnya pasal 10 dan 15. 
Oleh karna itu jangkauan program jaminan social tenagakerja sangat luas, 
maka penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap, dengan sendirinya bagi 
perusahaan yang belum menjadi peserta asuransi social tenaga kerja jaminan-jaminan 
tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri, ruang lingkupnya 
meliputi: 
1 Jaminan kecelakaan kerja 
2 Jaminan Tabungan Hari Tua  
3 Jaminan kematian 
4 Jaminan sakit, hamil dan bersalin 





2.7 Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelum nya dilakukan oleh Fajar Sukma dewantara yang berjudul 
efektifitas penyelenggaraan program job expo oleh dinas tenaga kerja kota pekanbaru 
dalam menekan angka pengangguran, dengan hasil sebagai berikut : 
Penelitian ini dilakukan pada dinas tenaga kerja kota Pekanbaru yang dilakukan 
pada bulan januari 2016 s/d februari 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mngetahui apa efektivitas program job expo dalam menekan angka pengangguran di 
kota pekanbaru. Karena kota Pekanbaru angka pengangguran masi relatif cukup 
tinggi, dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di provinsi Riau. Perlu adanya upaya 
nyata dan berkesinambungan yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi 
pengangguran. Program ini telah di selenggarakan sejak tahun 2007 hingga sekarang 
yang bertujuan memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan pencari tenaga kerja 
dalam rangka menekan angka pengangguran di kota Pekanbaru. Untuk mengetahui 
efektifitas dari program tersebut peneliti menggunakan 3 indikator yaitu dua di 
antaranya sebelumm program job expo di adakan, selama program job expo di 
adakan, dan setelah program job expo di adakan. Hasil dari penelitian ini diketahui 
bahwa dari program job expo ini belum efekif dalam menekan angka pengangguran 
di kota pekanbaru. Adapun faktor-faktor penyebab nya adalah jumlah lowongan 
pekerjaan yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, kemudian 
pencari kerja itu sendiri yang banyak tidak memenuhi kualifikasi perusahaan 
sehingga pencari kerja yang terlalu memilih-milih pekerjaan yang telah di sediakan. 
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Hal di atas merupakan pemaparan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh fajar sukma dewantara , berbeda dengan yang peneliti lakukan iyalah, pada 
penelitian Peran Dinas Ketenaga Kerjaan, transmigrasi dan kependudukan provinsi 
Riau Dalam Pengawasan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja (outsourching) di Di 
Kota Pekanbaru ini adalah, penulis lebih menekankan pada pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Ketenaga kerjaan yang mengawasi berjalannya perusahaan 
penyalur tenaga kerja(outsourching) dalam penyaluran tenaga kerja kepada vendor 
yang menerima pegawai tersebut, sehingga penulis ingin melihat dan meneliti peran 
dinas ketenaga kerjaan tersebut dalam melakukan pengawasannya. 
2.8 Pandangan Islam Terhadap Ketenaga Kerjaan 
Empat prinsip ketenaga kerjaan dalam pandangan islam, yaitu: 
1. Kemerdekaan manusia 
Ajaran islam yang dipersentasekan dengan aktivitas kesalehan social 
Rasulullah shallahu alaihi wa sallam yang dengan tegas mendeklarasika sikap 
anti pembudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleransi 
dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir system pembudakan dengan alasan 
apapun. Terlebih lagi dengan adanya praktik jual beli pekerja dan pengabaian 
hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan 
2. Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia 
Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya, dalam 
posii yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan islam sangat mencintai 
44 
 
umat muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan 
dalam QS. Al-Jumu‟ah: 10 ;  
                                                                                            
Yang artinya: 
“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bersebarlah kalian dimuka 
bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak banyak supaya 
kalian beruntung” 
Ayat ini diperkuat hadis yang diriwayatkan imam Al-
Baihaqi:”tidaklah seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih baik 
daripada makanan dari hasil keringat sendiri” 
Kemudian orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi 
kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah sattu hadis 
yang popular untuk menegaskan hal ini adalah”sebaik-baik manusia di antara 
kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi oranglain”(HR. Bukhari 
dan Muslim) 
Dari beberapa dalil tersebut, dapat dipahami bahwa islam sangat 
memuliakan nilai kemanusiaan setiap insan. Selain itu, tersirat dalam dalil-
dalil tersebut bahwa islam menganjurkan umat manusia untuk meninggalkan 
segala bentuk stereotype atas berbagai profesi atau pekerjaan manusia. 
Kecendrungan manusia menghormati orang yang memiliki pekerjaan, yang 
menghasilkan banyak uang, serta meremehkan orang yang berprofesi 
rendahan. Padahal nasib setiap insane berbeda-beda sesuai scenario dari Allah 
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Subhanahu wa ta‟ala. Sikap merendahkan orang lain karna memandang 
pekerjaan nya sangat di tentang dalam islam. 
3. Keadilan dan anti-diskriminasi 
Islam tidak mengenal system kelas atau kasta di masyarakat, begitu 
juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam system 
perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua di 
bawah majikaannya. Hal ini dilawan oleh islam karna ajaran islam menjamin 
setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, 
termasuk atasan atau pimpinannya. Bahkan hingga hal-hal kecil dan sepele, 
islam mengajarkan umatnya agar selalu menghargai orang lain yang bekerja. 
Misalnya dalam hal pemanggilan atau penyebutan, islam melarang 
manusia memanggil pekerjaan dengan panggilan yang tidak baik atau 
merendahkan. Sebaliknya, islam menganjurkan panggilan kepada orang yang 
bekerja dengan kata-kata yang baik seperti “wahai pemudaku” untuk laki-laki 
dan “wahai pemudiku” untuk perempuan 
Dalam sejarahnya, rassulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernah 
memiliki budak dan pembantu. Rasullulah shallallahu „alaihi wa sallam 
memperlakukan para budak dan pembantunya dengan adil dan penuh 
penghormatan. Beliau pernah mempunyai pembantu yahudi yang melayani 
keperluan beliau, namun beliau tidak pernah memaksakan agama kepadanya. 
Istri beliau, aisyah radhiyallahu anha, jugamemiliki pembantu yang bernama 
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bariah yang diperlukan oleh rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam dan 
istrinya dengan lemah lembut dan tanpa kekerasan. 
4. Kelayakan Upah Pekerja 
Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang 
menjadi kewajiban dan tidak boleh di abaikan oleh para majikan atau pihak 
yang memperkerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, islam 
memberikan pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain 
bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan 
mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis nabi yang di 
riwayatkan imam-Al Baihaqi “berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering 
keringatnya, dan beritahukan ktentuan gajinya terhadap apa yang 
dikerjakannya”  
Seorang pekerja berhak menerima upah ketika sudah mengerjakan 
tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain 
melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam 
silam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proposionalnya 
tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang di terimanya. 
2.9 Definisi Konsep 
Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 




Pengawasan menurut Irham Fahmi (2012:84) secara umum dapat di definisikan 
sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih 
jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah suatu 
bentuk pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan 
mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya dilaksanakan. 
MSDM adalah menurut Michael Armstrong (1999:1) mnaajemen sumber daya 
manusia (SDM) adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia, yang 
berdasarkan empat prinsip dasar. Pertama, sumber daya manusia adalah harta yang 
paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang 
efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua, keberhasilan ini 
sangat mugkin di capai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian 
dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan, dan memberikan 
sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan strategis. Ketiga, 
kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal 
dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil pencapaian yang 
terbaik. Karena itu, kultur ini harus ditegakkan, dan upaya yang terus menerus mulai 
dari puncak, sangat diperlukan agar kultur tersebut dapat diterima dan di patuhi. 
Akhirnya, manajemen SDM berhubungan dengan integrasi, menjadikan semua 
anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.   
Outsourching memiliki arti Menurut Adrian suteti  (2011:217) berdasarkan 
hukum ketenaga kerjaan, istilah outsourching sebenarnya bersumber dari ketentuan 
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yang terdapat dalam pasal 64 undang – undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga 
kerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya  melalui perjanjian pemborong 
pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang di buat secara tertulis. 
2.10 Konsep Oprasional 
Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana 
cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui 



















Referensi Indikator Sub Indikator 
 
Peran Dinas Ketenaga 
kerjaan Dalam 
Pengawasan Perusahaan 
Penyalur Tenaga Kerja 
 (outsourching)  
(Tugas pokok dan 
fungsi (tupoksi) dinas 












b) Melaksanakan tugas – 
tugas tertentu yang di 





a) Merumuskan dan 
menyusun program 















b) Cuti  
c) Lembur 
d) Jamsostek  





2.11 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori 















Sumber : Data olahan peneliti dari tugas pokok dan fungsi dinas tenaga kerja, 
transmigrasi dan kependudukan provinsi Riau wilayah kota Pekanbaru 
Mengkoordinasikan dan 
membina serta 
merumuskan kerja sama 






Peran Dinas Ketenaga 
Kerjaan Dalam 
Pengawasan Perusahaan 






a) Merumuskan dan memproses 
penanganan kasus 
pelanggaran norma kerja . 
b) Melaksanakan tugas – tugas 
tertentu yang di berikan 
kepala bidang 
a) Upah 
b) Cuti  
c) Lembur 
d) Jamsostek 
a) Merumuskan dan menyusun 
program dan rencana kerja 
dengan menjadwalkan 
kegiatan pembinaan 
b) Merumuskan dan 
melaksanakan pembinaan 
pengawasan norma kerja 
